
SKRIPSI 

 

 

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DI BANK PEMBIAYAAN 

RAKYAT SYARIAH METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA 

INDONESIA (MUI) 

 

 

 

Oleh: 

NONIK ULFA UMIANA 

NPM. 1502090085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas : Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 

1441 H/2020 M 



 
 

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 

SYARIAH METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH 

NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 

 

 

 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

NONIK ULFA UMIANA 

NPM. 1502090085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembimbing I     : Dr. Tobibatussa‟adah, M.Ag 

 Pembimbing II   : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I 

 

 

 

 

 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas : Syariah 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 

1441 H /2020 M 

 



 
 

NOTA DINAS 
 

 

Nomor  : 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal  : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan 

Saudara Nonik Ulfa Umiana 

 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 

Di_ 

Tempat 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan 

seperlunya maka skripsi saudara: 

 

Nama  : Nonik Ulfa Umiana 

NPM  : 1502090085 

Fakultas  : Syariah 

Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah 

Judul  : IMPLEMENTASI MULTI AKAD DI BANK PEMBIAYAAN 

RAKYAT SYARIAH METRO MADANI PERSPEKTIF 

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS 

ULAMA INDONESIA (MUI) 
 

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. 

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima 

kasih. 

Wassalammu‟alaikum Wr. Wb. 

 

Metro,    Juni 2020 

 

Pembimbing I,     Pembimbing II, 

 

 

 

 

Dr. Tobibatussa’adah M.Ag   Mufliha Wijayati, M.S.I 

NIP. 19701020 199803 2 002    NIP. 19790207 200604 2 001 
  



 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 
 

 

 

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MULTI AKAD DI BANK PEMBIAYAAN 

RAKYAT SYARIAH METRO MADANI PERSPEKTIF 

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MAJELIS 

ULAMA INDONESIA (MUI) 
 

Nama  : Nonik Ulfa Umiana 

NPM  : 1502090085 

Fakultas : Syariah 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

MENYETUJUI 

 

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 

 

Metro,    Juni 2020 

 

Pembimbing I,      Pembimbing II, 

 

 

 

 

Dr. Tobibatussa’adah M.Ag   Mufliha Wijayati, M.S.I 
NIP. 19701020 199803 2 002    NIP. 19790207 200604 2 001 

 

 

  



 

  



ii 
 

 
 

ABSTRAK 

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 

SYARIAH METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH 

NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 

 

Oleh: 

Nonik Ulfa Umiana 

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu 

muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu 

transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah dll, 

sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan 

kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-

pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. 

al ijarah al muntahiyah bittamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli 

dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang 

di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah 

biasa. Pada dasarnya pembiayaan akad ijarah muntahiyah bittamlik pihak bank 

(shahibul mal ) dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada 

anggotanya 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan keseuaian Implementasi 

Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) 

terhadap Account Officer dan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari 

dokumentasi berupa brosur, profil perusahaan, dan formulir-formulir lainnya. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu 

cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian 

dari fakta yang khusus dan  kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

adalah dalam bentuk transaksi pembiayaan rumah, kendaraan maupun barang 

keperluan usaha. Akad yang ditawarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Kota Metro mengunakan skema sewa beli atau skema 

Ijarah Muntahia Bittamlik. Akad Ijarah Muntahia Bittamlik sudah sesuai dengan 

ketentuan umum dan ketentuan khusus fatwa DSN MUI bahwa semua rukun dan 

syarat yang berlaku dalam akad Ijarah, berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik dan pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-

Tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan 

kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah 

masa ijarah selesai. 
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MOTTO 

 

                           

                           

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”.
1
 

 

(Q.S. Al Maidah : 1) 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Q.S. Al Maidah ayat 1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Munculnya produk-produk baru di Perbankan Syariah menimbulkan 

kesulitan dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek 

kesesuaiannya dengan akad. Ijtihad para ulama sangat diperlukan dalam 

menjawab persoalan tersebut. Dewan Syariah Nasional telah berupaya 

memberikan jawaban terhadap kebutuhan produk tersebut yang tersebar 

dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa terbut merupakan transformasi akad-akad 

dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Untuk 

menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, salah 

satunya adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya 

yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam perbankan 

syariah, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung 

beberapa akad. Akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-

tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa 

ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 

itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan multi akad. 

Hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang 

menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah fikih muamalah. Fikih 

muamalah memuat norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasional secara 

terperinci diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan dan 



2 
 

 
 

kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalah dapat mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Umumnya, aspek dan 

materi muamalah berkaitan dengan masalah akad (perjanjian, kontrak) atau 

transaksi. Secara etimologis, akad berarti perikatan, dan secara terminologis 

berarti ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara‟ 

tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah 

pihak yang berakad. Akad berarti pengikatan ijab dengan kabul sesuai dengan 

cara yang telah ditentukan oleh syara‟ dan mempunyai akibat hukum tertentu 

bagi pelakunya. 

Pasal 1 ayat 25 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah dalam operasionalnya 

menggunakan akad-akad : wadi‟ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, 

istishna, salam, qardh, ijarah, ijarah mintahiya bittamlik, sharf, hawalah, 

kafalah, wakalah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.
2
 Akad tunggal sudah tidak responsif terhadap transaksi keuangan 

kontemporer. 

Kombinasi akad sekarang ini sudah sangat dibutuhkan dalam 

menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah untuk menjawab dan 

memenuhi kebutuhan bisnis modern yang semakin komplek. Penggunaan 

akad tunggal saat ini kurang sesuai dengan perkembangan transaksi 

kontemporer saat ini. Dengan kebutuhan yang sangat kompleks, transaksi 

                                                             
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25 dan 

Pasal 19 
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keuangan harus menerapkan akad-akad baru yang disesuaikan dengan 

kebutuhan saat ini.  

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, 

menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan. Kata akad 

berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa 

Indonesia yang secara secara etimologi artinya mengokohkan, 

meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi 

akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan 

munculnya kewajiban. Akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab 

dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya 

akibat hukum pada objek perikatan.
3
 

 

Sebagaimana penjelasan di atas akad berarti keterkaitan antara ijab 

(pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh 

pada sesuatu. segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 

keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang 

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, 

perwakilan, dan gadai. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh 

salah satu pihak dengan kabul. 

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua 

bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau 

lebih melaluisebuah ijab dan kabul, baik ijab-kabul dalam akad nikah, akad 

jual beli, maupunakad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan 

efektif apabila telahmemenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. 

Perbedaan dari akad-akadtersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz 

(penyebutan) menurut apa yangdiakadkan. 

                                                             
3 Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif 

Fiqh Muamalah”, Jurnal Ilmiah Syari„ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 178 
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Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata العقد. Kata 

tersebut merupakan bentuk mashdar yang berarti menyimpulkan, 

membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan 

pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 

perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa 

yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain 

(perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua 

orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.
4
 

 

Dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu ikatan dan 

kesepakatan. Akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. “Ijab 

adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan 

kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan 

tersebut”.
5
 Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh 

dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat. 

Kombinasi akad atau multi akad atau hybrid contract, dalam 

istilah fiqih disebut al-u‟qud al-murakkabah, dalam bahasa Indonesia 

berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Secara 

terminologi, multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk 

melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti 

jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara‟ah, 

sharf, syirkah, mudharabah, sehingga semua akibat hukum akad-akad 

yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang 

ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. 

                                                             
4
Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Al-Iqtishad, Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 21 
5Muhammad Yunus, et al., Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam 

Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food“, Amwaluna, Vol. 2 No.1, Januari, 2018, h. 147. 
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Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau 

akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata 

multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-‟uqud al-

murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-‟uqdd al-

murakkabah terdiri atas dua kata al-‟uqud (bentuk jamak dari „aqd) dan 

al-murakkabah. Kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi 

berarti aljam„u, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata 

murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-tarkiban yang 

mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga 

menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.
6
 

 

Sebagaimana penjelasan tersebut multi akad merupakan 

himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang 

menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai 

melakukan penggabungan. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa 

bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana yang tidak 

memiliki bagian-bagian. Dan meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau 

menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. 

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan 

suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, 

misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan ijarah, akad 

jual beli dan hibah dll, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad 

gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, 

dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama 

kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.
7
 

 

Berdasarkan pengertian di atas, terhimpunnya akad-akad itu baik secara 

gabungan maupun secara timbal balik membangun terjadinya hubungan 

hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai 

dengan tujuannya dan berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang 

melakukan akad tersebut. 

                                                             
6
 Hasanudin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga 

Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 157 
7 Najamuddin, “Al-‟Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal 

Syari‟ah, Vol. II, No. II, Oktober 2013, h. 6 
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Istilah Arab yang popular digunakan untuk menyebut multiakad 

adalah al „uqud al murakkabah. Dalam bahasa Inggris, istilah al „uqud 

al murakkabah sering disebut dengan istilah hybrid contract atau multi 

contract; pencangkokan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga 

menjadi bagian dari sesuatu. Namun fikih muamalah kontemporer, 

menyebut istilah multiakad dengan istilah yang beragam, yaitu: al 

‟uqud al murakkabah (akad-akad yang tersusun), al „uqud al 

muta„addidah (akad-akad yang berbilang), al „uqud al mutaqabilah 

(akad yang berhadapan-berpasangan), al „uqud al mujtami„ah (akad-

akad yang berhimpun), dan al „uqud al mukhtalithah (akad-akad yang 

bercampur), al „uqud al mutakarrirah (akad-akad yang berulang), al 

„uqud al mutajanisah (akad-akad yang sejenis), dan al „uqud al 

mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain).
8
  

 

Setiap melakukan transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara 

bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu 

produk tidak bisa ditinggalkan karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. 

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah hazanah fiqih klasik telah 

terlanjur menganut prinsip larangan menggabungkan dua akad dalam satu 

transaksi. Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah 

(thabi‟i) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (ta‟dili).
9
 Transaksi 

multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok dan akad yang 

mengikutinya. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik bahwa dalam ketentuan 

tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik pihak yang melakukan al-Ijarah 

al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. 

Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya 

                                                             
8  Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al „Imrani”, Ulul Albab, 

Volume 18, No.2 Tahun 2017, h. 274 
9 Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” al-Ahkam, Vol 11 No. 1, Juni 2016, h. 209 
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dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan 

yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak 

mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad 

pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 

di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 

Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.
10

 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan bahwa di antara 

banyak produk Bank Syariah Metro Madani Kota Metro yang mengandung 

multi akad dan yang sudah lazim dipraktikan di antaranya adalah pembiayaan 

murabahah, ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dan musyarakah 

mutanaqishah (MMq).
11

 

Murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Metro Madani Kota 

Metro adalah perpaduan dua jual beli dan janji. Dapat dilihat pada produk 

Murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembeli) yang melibatkan tiga pihak, 

yaitu pembeli (nasabah), lembaga keuangan (Bank Syariah Metro Madani 

Kota Metro) dan penjual (pemilik barang). Jual beli pertama antara Bank 

Syariah Metro Madani Kota Metro dengan penyedia barang dan jual beli 

kedua antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah memesan suatu barang 

                                                             
10 Ibid 
11 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
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tertentu kepada Bank Syariah Metro Madani Kota Metro, kemudian Bank 

Syariah Metro Madani Kota Metro membeli barang tersebut dari penyedia 

barang, baik secara langsung atau wakalah kepada nasabah.Tahap selanjutnya 

Bank Syariah Metro Madani Kota Metro menjual barang itu kepada nasabah 

dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Baik Bank 

Syariah Metro Madani Kota Metro maupun nasabah saling berjanji untuk 

membeli barang sesuai dengan pesanan. Bank Syariah Metro Madani Kota 

Metro dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki bank. Dua akad 

jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak 

terpisah. Dampak hukum dari transaksi itu, yaitu beralihnya objek jual beli 

dari Bank Syariah Metro Madani Kota Metro kepada nasabah.
12

 

Jual beli Murabahah KPP melibatkan tiga pihak yang terkait, yaitu 

pemohon atau pemesan barang, dan ia adalah pembeli barang dari lembaga 

keuangan, penjual barang kepada lembaga keuangan dan lembaga keuangan 

yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau 

pemesan barang. Kemudian ada dua akad transaksi yaitu akad dari penjual 

barang kepada lembaga keuangan dan akad dari lembaga keuangan kepada 

pihak yang minta dibelikan (pemohon). Kemudian ada tiga janji yaitu janji 

dari lembaga keuangan untuk membeli barang, janji mengikat dari lembaga 

keuangan untuk membeli barang untuk pemohon, dan janji mengikat dari 

pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan. 

                                                             
12 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
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Jual beli Murabahah KPP ini merupakan jenis akad berganda (al-„Uqud al-

Murakkabah) yang tersusun dari dua akad, tiga janji dan ada tiga pihak.
13

 

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah kontrak sewa menyewa 

yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa. Praktik ijarah muntahiya 

bittamlik di Bank Syariah Metro Madani Kota Metro adalah Bank Syariah 

Metro Madani Kota Metro menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah 

untuk waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa sewa 

selesai dan semua cicilan dibayar, objek sewa tersebut beralih 

kepemilikannya kepada nasabah dengan menggunakan akad baru, yakni hibah 

atau jual beli sesuai wa‟ad.
14

 

Transaksi keuangan yang menggunakan multi akad di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani adalah multi akad ijarah 

muntahiya bittamlik. Dalam kasus ini, nasabah membutuhkan mobil avanza 

baru untuk keperluan pekerjaannya, harga avanza baru sekarang Rp. 

228.300.000,-.  Bila nasabah menyewa dalam bentuk kontrak sewa biasa 

mobil tersbut dalam kondisi baru perbulannya Rp. 7.500.000,- sampai Rp. 

8.000.000,- tergantung kelengkapan. Bila nasabah membeli secara angsuran, 

uang mukanya Rp. 45.660.000,- (belum termasuk asuransi dan administrasi) 

dan angsuran bulanan untuk 3 tahun adalah Rp 6.252.900,- per bulan.
15

 

                                                             
13 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
14

 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
15 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
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Konsep ijarah muntahiya bittamlik, pihak yang menyewakan yakni 

Bank Syariah Metro Madani Kota Metro akan membeli mobil tersebut penuh 

dengan uangnya sendiri sebesar Rp. 228.300.000,-. Kemudian 

menyewakannya kepada nasabah perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,- per 

bulan. Nampak bahwa besaran sewa masih dikisarkan biaya sewa yang wajar 

untuk mobil tersebut. Ini syarat agar ijarah muntahiya bittamlik tetap menarik 

bagi penyewa. Dengan pola biaya sewa bulanan Rp. 8.000.000,- per bulan, 

pihak yang menyewakan yakni Bank Syariah Metro Madani Kota Metro 

sudah akan menerima kembali modal pada bulan yang ke-29. Keuntungan 

akan diperoleh mulai bulan ke-30 sampai akhir masa sewa bulan ke-36. 

Keuntungan sekitar 26% dalam 3 tahun sangat cukup bagi pihak Bank 

Syariah Metro Madani Kota Metro, sehingga pihak Bank Syariah Metro 

Madani Kota Metro dapat menghibahkan kendaraannya kepada nasabah.
16

 

Pelaksanaan musyarakah mutanaqishah (MMq) dalam operasional 

Bank Syariah Metro Madani Kota Metro adalah merupakan kerjasama antara 

Bank Syariah Metro Madani Kota Metro dengan nasabah untuk pengadaan 

atau pembelian suatu barang atau benda, dimana asset barang tersebut jadi 

milik bersama. Adapun besarnya kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan 

sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. 

Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana 

yang dimiliki Bank Syariah Metro Madani Kota Metro. Perpindahan 

kepemilikan dari porsi Bank Syariah Metro Madani Kota Metro kepada 

                                                             
16 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
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nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal/dana nasabah dari 

pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir 

berarti kepemilikan suatu barang tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. 

Penurunan porsi kepemilikan Bank Syariah Metro Madani Kota Metro 

terhadap barang berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya 

angsuran.
17

 

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai multi akad Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) karena Ijarah 

muntahiya bittamlik (IMBT) banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya 

nasabah pada saat ini. Seiring dengan kebutuhan tempat tinggal maupun 

kendaraan, maka nasabah lebih memilih menggunakan akad Ijarah muntahiya 

bittamlik (IMBT). Keuntungan yang didapat oleh nasabah yakni selain 

nasabah bisa langsung menyewa dan diakhir sewa nasabah dapat memiliki 

kendaraan maupun rumah tersebut. Multi akad Ijarah muntahiya bittamlik 

(IMBT) merupakan transaksi sewa beli, dimana nasabah membeli kendaraan 

ataupun rumah kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 

Nasabah menyewa rumah atau kendaraan dan membayar tiap bulan, dan 

diakhir masa angsuran, nasabah berhak atas kendaraan maupun rumah yang 

ditempati saat ini. 

Multi akad Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang diterapkan di 

Bank Syariah Metro Madani Kota Metro apakah sudah sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti 

                                                             
17 Bapak Arif Hendri Saputra selaku Account Officer (wawancara pada hari Kamis 02 

Mei 2019) 
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rukun dan syarat akad Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) atau masih belum 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itulah, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Multi Akad di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 

(MUI)?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan keseuaian 

Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, 

khususnya tentang Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan 
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Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang 

Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu 

dilakukandalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi 

penelitian yang akan dilakukan berada. Dari penjelasan tersebut penulis 

mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti 

dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang 

dicapai oleh masing-masing pihak. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

lakukan ialah sebagai berikut: 

1. Mona Riska dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Akad Murabahah 

Dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih 

Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah MandiriBanda Aceh)”
18

. 

Dimana masalah yang ada adalah mengenai penerapan akad murabahah 

                                                             
18

 Mona Riska, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk iB 

Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah 

MandiriBanda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 

2016. Diunduh dalam website https://repository.ar-raniry.ac.id/1721/1/Mona%20Riska.pdf 
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dan akad rahn pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri, 

serta menjelaskan kajian fiqh muamalah tentang penggunaanakad 

murabahah dan akad rahn pada produk BSM cicil emas yang dilakukan di 

Bank Syariah Mandiri. 

Teori/Metode Multi akad yang merupakan penggabungan beberapa akad 

atau banyaknya akad yang terdapat dalam satu kegiatan transaksi. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun sumber 

data pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan 

(Library Research) dan lapangan (Field Reseacrh). Dimana temuan yang 

didapat yaitu akad murabahah dan akad rahn pada produk cicil emas 

adalah penjualan emas secara cicilan itu diperbolehkan, dikarenakan emas 

yang di cicil bukan termasuk kedalam tsaman (uang, alat tukar 

pembayaran) melainkan digolongkan kepada barang berharga yang dapat 

digunakan sebagai bentuk investasi dimasa depan. Akad-akad yang 

terdapat pada produk cicil emas yaitu akad murabahah dan akad rahn juga 

dibolehkan, artinya kedua akad tersebut boleh digabungkan berdasarkan 

prinsip multi akad.  

2. Yayuk dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap 

Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah”
19

. Permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hybrid 

contract pada perbankan syariah. Teori/Metode yang digunakan adalah 

hybrid contract merupakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu 

                                                             
19  Yayuk, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan 

Syariah”, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018. Diunduh dalam 

website http://etheses.iainponorogo.ac.id/5303/1/SKRIPSI%20YAYUK.pdf 
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akad untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah metodestudi 

pustaka (library research). Dimana temuan yang didapat yaitu tinjauan 

fiqh muamalah terhadap praktik hybrid contract pada perbankan syariah 

sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Unsur-unsur yang terdapat pada 

hybrid contractjuga sudah mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah 

akad syariah. 

3. Burhan Sholihin dengan judul penelitian “Penggabungan Asuransi Dan 

Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis atas Akad SMile 

Link 88 Syariah pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah)”.
20

 

Permasalahan dalam tesis ini mengenai bentuk akad Smile Link88 Syariah 

yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah. 

Teori/Metode yang digunakan adalah Sinarmas MSIG Syariah 

memberikan layanan dengan unit link yang dinamai Smile Link 88 Syariah. 

Sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas dengan konstruksi akad ganda 

dengan menggabungkan asuransi jiwa dan investasi. Metode contens 

analisis digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh penulis baik 

berupa akad Smile Link 88 Syariah, teks-teks peraturan dan lain-lain. 

Dimana temuan yang didapat yaitu Dengan tetap mengedepankan prinsip-

prinsip akad dalam hukum Islam, Smile Link88 Syariah merapkan akad 

mudharabah musytarakah dalam transaksinya, akad mana sejalan dengan 

                                                             
20 Burhan Sholihin, “Penggabungan Asuransi Dan Investasi Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi Analisis atas Akad SMile Link 88 Syariah pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 

Syariah)”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015. Diunduh dalam website 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8669/BURHAN%20SHOLIHIN.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 
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prinsip mashlahah dan mencegah madharatdari sisi menjaga jiwa dan 

keturunan, sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqasid asy-syariat). 

Sebagaimana hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu persamaan 

dari ketiga hasil penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama menggabungkan beberapa akad menjadi satu atau 

menggunakan multi akad. Sedangkan perbedaan yang akan peneliti lakukan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian pertamalebih 

difokuskan kepada penggunaan akad murabahah dan akad rahn pada produk 

BSM cicil emas berdasarkan kajian fiqh muamalah. Pada penelitian kedua 

lebih difokuskan kepada unsur-unsur yang terdapat pada hybrid contract. 

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan kepada 

Multi Akad yang mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama baru. 

Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan 

kepada implementasi multi akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam fatwa 

DSN MUI. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Akad 

1. Pengertian Akad 

Dalam menentukan status hukum terhadap model bisnis ini 

adalah dengan memperhatikan akad akad yang digunakannya. Akad 

yang digunakan dalam dunia bisnis sekarang ini, kadang-kadang tidak 

hanya satu akad yang digunakan melainkan dua akad atau lebih yang 

dilakukan secara bersamaan. Multi akad adalah akad yang terjadi antara 

dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah dengan 

menggabungkan dua akad atau lebih yang berakibat hak dan kewajiban 

dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Kata akad berasal dari kata al-„aqd, yang berarti mengikat, 

menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad 

diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, 

akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau 

pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh 

pada sesuatu.
21

 

 

Sebagaimana pengertian di atas, akad merupakan pertemuan ijab 

yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad adalah tindakan 

hukum dua pihak. Sedangkan tindakan hukum satu pihak, seperti janji 

memberi hadiah, wasiat, atau wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-

                                                             
21 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

228 
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tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak, dan karenanya 

tidak memerlukan qabul. 

Menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah, 

yaitu “akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, 

atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang 

seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”
22

Akad sebagai tindakan dua 

pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra 

modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang 

memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi 

sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. 

Berkaitan dengan akad, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

ensikolpedi hukum islam, membedakan dua macam tindakan hukum 

yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya: 

a. Tindakan yang berupa perkataan 

1) Bersifat akad terjadi apabila dua atau beberapa pihak 

mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Tindakan 

yang serperti inilah yang bersifat akad, karena antara pihak 

penjual dan pembeli telah mengikatkan diri untuk melakukan 

suatu perbuatan jual dan beli. 

 

 

                                                             
22 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159 
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2) Tidak bersifat akad 

a) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan 

atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau 

menggugurkannya. Akad dengan perbuatan seperti ini 

tidak memerlukan kabul, walaupu beberapa ulama masih 

berbeda pendapat terkait tindakan hukum tersebut. Ada 

yang berpendapat telah terjadi akad dan ada pula 

sebaliknya, tidak terjadi akad. 

b) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang 

menetapkan atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi 

perkataannya memunculkan suatu tindakan hukum. 

Tindakan demikian akan menimbulkan suatu ikatan 

secara hukum, namun sifatnya tidak mengikat. 

b. Tindakan yang berupa perbuatan 

Adapun jual beli saat ini merupakan rutinitas harian yang 

biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut 

telah diatur dalam al-Qur‟an dan hadis. Namun jual beli yang 

sesuai menurut syariat belum tentu semua muslim melakukannya, 

atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang 

ketentuan-ketentuan dalam praktek jual beli.
23

 

 

 

                                                             
23 Muhammad Yunus, et al., Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam 

Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food“, Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 

2 No.1, Januari, 2018, h. 148 
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2. Dasar Hukum Akad 

Seiring dengan lajunya berkembangan di dunia perbankan, 

kegiatan transaksi ekonomi Islam berkembang pesat, sehingga 

bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa 

lalu dan butuh pengkajian secara spesifik. Hukum asal dari syariat 

adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad 

yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh 

dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, 

maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan 

pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu 

dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu 

mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang 

telah disepakati. 

Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma‟idah ayat 1 sebagai berikut: 

                   

                           

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang 

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya. (Q.S. Al-Ma‟idah : 1) 
24

 

 

                                                             
24 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 

2014), h. 155 
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Sebagaimana ayat di atas Allah memerintahkan agar orang yang 

beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara 

umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip 

semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib 

memenuhiakad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa 

orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, 

sewa-menyewa, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. 

Nas lain yang menjadi dasar ulama ini adalah Q.S. Annisa‟ ayat 

29 yang menyebutkan: 

                 

                     

         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa‟ : 29)
25

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya 

disyaratkan sukasama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah 

dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi 

kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal 

berdasarkan petunjuk Alquran, selama tidak mengandung sesuatu yang 

diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, barang 

najis dan sebagainya.  

                                                             
25 Ibid., 83 
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Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fiqhiyyah yang 

mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai 

kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum al-

ashl fi al-mu‟amalah al-ibahah atau al-adah muhakkamah. Berangkat 

dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali 

yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. Pertimbangan lain dari 

pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang 

mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang 

dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak 

dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada 

penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal. 

 

B. Multi Akad 

1. Pengertian Multi Akad 

Multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau 

akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, 

kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-‟uqud 

al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap).Al-‟uqdd al-

murakkabah terdiri atas dua kata al-‟uqud (bentuk jamak dari 

„aqd)dan al-murakkabah. Kata al-murakkabah (murakkab) secara 

etimologi berarti aljam„u, yakni mengumpulkan atau menghimpun.
26

 

Kata murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-tarkiban 

                                                             
26 Hasanudin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga 

Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 157 
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yang mengandung arti meletakkan sesuatupada sesuatu yang lain 

sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah. 

Sebagaimana penjelasan tersebut multi akad merupakan 

himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang 

menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan 

sebagai melakukan penggabungan. Sesuatu yang dibuat dari dua atau 

beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana yang 

tidak memiliki bagian-bagian. Dan meletakkan sesuatu di atas sesuatu 

lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. 

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk 

melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua 

akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad 

jual-beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah dll, sehingga semua 

akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan 

kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak 

dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-

akibat hukum dari satu akad.
27

 

 

Berdasarkan pengertian di atas, terhimpunnya akad-akad itu 

baik secara gabungan maupun secara timbal balik membangun 

terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak 

dan kewajiban sesuai dengan tujuannya dan berlaku sebagai nash 

syariah bagi mereka yang melakukan akad tersebut. 

Dalam kajian fikih, istilah Arab yang popular digunakan 

untuk menyebut multiakad adalah al „uqud al murakkabah, namun 

buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah 

                                                             
27 Najamuddin, “Al-‟Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal 

Syari‟ah, Vol. II, No. II, Oktober 2013, h. 6 
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multiakad dengan istilah yang beragam, yaitu: al ‟uqud al 

murakkabah (akad-akad yang tersusun), al „uqud al muta„addidah 

(akad-akad yang berbilang), al „uqud al mutaqabilah (akad yang 

berhadapan-berpasangan), al „uqud al mujtami„ah (akad-akad yang 

berhimpun), dan al „uqud al mukhtalithah (akad-akad yang 

bercampur), al „uqud al mutakarrirah (akad-akad yang berulang), al 

„uqud al mutajanisah (akad-akad yang sejenis), dan al „uqud al 

mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain). 

Sedangkan dalam trend modern dalam bahasa Inggris, istilah al „uqud 

al murakkabah sering disebut dengan istilah hybrid contract atau 

multi contract; pencangkokan sesuatu kepada sesuatu yang lain 

sehingga menjadi bagian dari sesuatu.
28

 

2. Macam-macam Multi Akad 

1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (al-’Uqud al-Mutaqabilah) 

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. 

Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling 

menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud 

dengan al-‟uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk 

akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad 

pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses 

timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad 

lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal 

                                                             
28  Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al „Imrani”, Ulul Albab, 

Volume 18, No.2 Tahun 2017, h. 274 
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lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah 

membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau 

model pertukarannya.
29

 Misalnya antara akad pertukaran 

(mu'awadhah) dengan akad tabarru‟, antara akad tabarru' dengan 

akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. 

Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad 

bersyarat (isytirath „aqd bi „aqd). 

2) Akad Terkumpul (al-’Uqad al–Mujtami’ah) 

Al-‟uqud al-mujtami‟ah adalah multi akad yang terhimpun dalam 

satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. 

Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan 

rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima 

ratus ribu”. Multi akad yang mujtami‟ah ini dapat terjadi dengan 

terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di 

dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad 

berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan 

dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum 

atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama 

atau waktu yang berbeda.
30

 

 

                                                             
29

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada,2006), Ed. 3, Cet. 3, h. 149. 
30 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah, (Jakarta: Kencana, 

2017), h. 26 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dr.+H.+Imron+Rosyadi,+Sh.h,+M.H.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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3) Akad Berlawanan (al-’Uqud al-Mutanaqidhah wa al-

Mutadhadah wa al-Mutanafiyah) 

Ketiga istilah al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah 

memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud 

adanya perbedaan.
31

 Tetapi ketiga istilah ini mengandung 

implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung arti 

berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu 

berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. 

Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi 

sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah, 

saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu 

dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan 

mematahkan. 

4) Akad Berbeda (al-’Uqud al-Mukhtalifah) 

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah 

terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan 

semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. 

Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, 

dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan 

dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. 

Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-

                                                             
31 Nadratuzzaman Hosen, “Musyarakah Mutanaqishah”, Al-Iqtishad, Vol. I, No. 2, Juli 

2009, h. 47 
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majlis), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus 

diserahkan pada saat akad. 

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang 

mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah terletak pada 

keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah 

lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun 

dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan 

menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga 

mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang 

membangunnya. Dari perbedaan di atas bisa dipahami bahwa 

multi akad yang mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah 

adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. 

Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi 

akad tersebut tidak seragam. 

5) Akad Sejenis (al-’Uqud al-Mutajanisah) 

Al-‟uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang 

mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi 

di dalam hukum dan akibat hukumnya.
32

 Multi akad jenis ini 

dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad 

jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa 

menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad 

yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. 

                                                             
32 Harun, “Multi Akad dalam Tataran Fiqh”, Suhuf, Vol. 30, No. 2, November 2018, h. 

188 
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C. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Pembiayaan dalam dunia perbankan syariah menurut ketentuan 

Bank Indonesia merupakan penanaman dana bank syariah baik dalam 

rupiah atau valuta asing. Komitmen dan kontinjensi pada rekening 

administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 Pasal 25 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 

beli (ijarah muntahiya bittamlik), transaksi jual beli dalam bentuk 

piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam 

dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam 

bentuk ijarah. Pembiayaan yang sering digunakan dalam dunia 

perbankan syariah salah satunya adalah Ijarah Al Muntahiya 

Bittamlik.
33

 

 

Sebagaimana undang-undang di atas, dapat dipahami bahwa ijarah 

muntahiya bittamlik merupakan transaksi sewa menyewa dalam bentuk 

sewa beli. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang disebut 

dengan qardh, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk akad ijarah. 

Pengertian Al ijarah secara etimologi berarti sewa, upah, jasa, 

atau imbalan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan 

akad al ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau 

upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
34

 

 

Sebagaimana pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah 

merupakan transaksi sewa menyewa, pemberiah upah atau ujrah sewa 

                                                             
33

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Perbankan 

Syari‟ah 
34 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan 

Praktis, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 79. 
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kepada orang yang melaksanakan pekerjaan, menyewa jasa dengan 

memberikan imbalan berupa uang sewa kepada pemilik barang sewa. 

Transaksi yang disebut dengan al ijarah al muntahiyah 

bittamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa 

atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan 

barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang 

membedakan dengan ijarah biasa. Pada dasarnya pembiayaan akad 

ijarah muntahiyah bittamlik pihak bank (shahibul mal ) dapat menjual 

atau menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya.
35

 

 

Sebagaimana pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa ijarah 

muntahiyah bittamlik merupakan perpaduan multi akad antara akad jual 

beli dan akad ijarah atau akad sewa menyewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang yang disewa belikan. Pembiayaan ijarah muntahiyah 

bittamlik pada dasarnya pemberi modal dapat menjual atau menghibahkan 

barang yang disewa beli kepada nasabah atau anggota perserikatannya. 

 

D. Multi Akad dalam Perspektif Fatwa DSN MUI 

1. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 

tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 

tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik memutuskan bahwa 

dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-

beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi 

pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, 

setelah selesai masa sewa; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan 

                                                             
35 Muhammad Syafi‟i Antonio, Islamic Banking dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 

Insani, 2001), h. 118. 
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masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan 

akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah; bahwa oleh karena itu, 

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah al-

muntahiyah bi al-tamlik atau al-ijarah wa al-iqtina‟ untuk dijadikan 

pedoman.
36

 

Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 

tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik menetapkan fatwa 

tentang al-ijarahal-muntahiyahbial-tamlik. Pertama, ketentuan umum 

(1) akad al-Ijarah al-muntahiah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan 

ketentuan semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah 

(Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad 

al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. (2) Perjanjian untuk melakukan 

akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika 

akad Ijarah ditandatangani. (3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus 

dijelaskan dalam akad.
37

 

Kedua, ketentuan tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik 

bahwa (1) pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik 

harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan 

kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat 

dilakukan setelah masa Ijarah selesai. (2) Janji pemindahan 

kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd, yang 
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Muntahiyah bi al-Tamlik 
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hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka 

harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa 

Ijarah selesai.
38

 

Ketiga, (1) jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (2) 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
39

 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 

113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah 

Menetapkan Fatwa tentang akad wakalah bi alujrah. Pertama, 

ketentuan umum 1. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari 

muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. 

2. Akad wakalah bi al-trjrah adalah akad wakalah yang disertai dengan 

imbalan berupa ujrah (fee). 3. Muwakkil adalah pihak yang 

memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan 

dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

4. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang 

maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum. 5. Ujrah adalah imbalan yang wajib 
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dlbayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. Al-ta'addi adalah 

melakukan suatu perbuatan yang seharusnya, 6. tidak dilakukan. Al 

aqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang, 7. seharusnya 

dilakukan, 8. Mukhalafat al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau 

substansi atau syarat-syar at y ang disepakati dalam akad.
40

 

Kedua ketentuan hukum, Akad wakalah bi al-ujrah boleh 

dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang 

terdapat dalam Fatwa ini. Ketiga, ketentuan terkait Shighat Akad 

Wakalah bi ul-Ujrah 1. Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan 

secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun 

muwakkil. 2. Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, 

tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara 

elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
41

 

Keempat, ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil, 1. Muwakkil 

dan wakil boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Muwakkil danwakil 

wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 3. Muwakkil wajib memiliki kewenangan 

untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang 

bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah. 4. Muwakhil wajib mempunyai 

                                                             
40 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 

Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah 
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kemampuan untuk membayar ujrah. 5. Wakil wajib memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan 

kepadanya.
42

 

Kelima, ketentuan terkait Obyek Wakalah adalah 1. Wakalah 

bi al-ujrah hanya boieh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan 

hukum yang boleh diwakalahkan. 2. Obyek wakalah bi al-ujrah harus 

berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara 

jelas olehwakil dan muwakkil. 4. Obyek wakalah bi al-ujrah harus 

dapat dilaksanakan oleh wakil. Akad wakalah bi al-ujrah boleh 

dibatasi jangka waktunya. 5. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada 

pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh 

muwakkil (pemberi kuasa). 6. Wakil tidak wajib menanggung risiko 

atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, 

kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir, atau mukhal afat al-syuruth.
43

 

Keenam, ketentuan terkait Ujrah adalah 1. Ujrah boleh berupa 

uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah 

(mutaqatuwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. 

Kuantitas danlatau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka 

nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan 

diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. 3. Ujrah boleh 

dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan 

syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundangundangan yang 
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berlaku. 4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas 

manfaat yang belum diterima oleh muv,akkil sesuai kesepakatan.
44

 

Ketujuh, ketentuan khusus untuk kegiatan dan produk adalah 1. 

Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada kegiatan usaha 

perasuransian syariah, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat 

pada fatwa tentang Akad Wakalah bi al Ujrah pada Asuransi Syariah 

dan Reasuransi Syariah. 2. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah 

diterapkan pada transaksi anjak piutang berlaku dhawabith dan hudud 

yang terdapat pada fatwa DSN-MUI tentang Anjak Piutang Syariah. 3. 

Dalam hal akad wakalah bi cl-ujrah diterapkan pada kegiatan 

penyelenggaraafi program pensiun, berlaku dhawabith dan hudud 

yang terdapat pada fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. 4. 

Dalam hal akad wakclah bi al-qrah diterapkan pada kegiatan 

keperantaraan (wasathah), berlaku dhawabith dan hudud yang 

terdapat pada fatwa DSN-MUI tentang Keperantar aan (Wasathah) 

dalam Bisnis Properti. 5. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah 

diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku dhawabith dan 

hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI tentang Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN) Wakalah. 6. Dalam hal akad wakalah bi al-

ujrah diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku dhawabith dan 

hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan 
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Sindikasi. 7. Dalam hal akad wakalah bi al-ujralz diterapkan pada 

kegiatan program anuitas, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat 

pada fatwa DSN-MUI tentang Anuitas Syariah untuk Program 

Pensiun.
45

 

Kedelapan, ketentuan penutup adalah 1. Jika salah satu pihak 

tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara 

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga 

penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau 

produk usaha wajib terlebih dahuiu mendapatkan opini dari Dewan 

Pengawas Syariah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
46

 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 

Tentang musyarakah mutanaqisah 

Menetapkan Fatwa musyarakah mutanaqisah adalah pertama 

ketentuan umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan (a) 

musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang 

kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) 

berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya; 

(b) Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah 
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(musyarakah); (c) Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam 

kekayaan musyarakah yang bersifat musya‟; (d) Musya‟  adalah porsi 

atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) 

secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.
47

 

Kedua, ketentuan hukum hukum musyarakah mutanaqisah 

adalah boleh. Ketiga, ketentuan akad adalah 1. Akad Musyarakah 

Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai‟ (jual-

beli). 2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana 

yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan 

kewajiban, diantaranya (a) Memberikan modal dan kerja berdasarkan 

kesepakatan pada saat akad. (b) Memperoleh keuntungan berdasarkan 

nisbah yang disepakati pada saat akad. (c) Menanggung kerugian 

sesuai proporsi modal. 3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, 

pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual 

seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang 

lain, nasabah) wajib membelinya. 4. Jual beli sebagaimana dimaksud 

dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan. 5. Setelah selesai 

pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS sebagai syarik beralih 

kepada syarik lainnya (nasabah).
48

 

Keempat, ketentuan khusus adalah 1. Aset Musyarakah 

Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain. 2. 
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Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik 

(nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang 

disepakati. 3. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi 

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan 

kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan 

dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan 

para syarik. 4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset 

Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh 

syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad; 5. Biaya 

perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya 

peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
49
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar 

belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi 

pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun 

langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat 

dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang 

mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehenshif tentang situasi setempat”.
50

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan 

menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu 

mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat 

fokus masalah mengenai implementasi multi akad di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani yang telah ditentukan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang 
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lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya.
51

  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang 

terjadi. Tujuannya adalah agar dapat membantu dalam menjelaskan 

data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian 

Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data 

primer. Data primer merupakan “data yang dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian 

yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

metode pengumpulan data berupa survei atau pun observasi”.
52
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 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas Dan Studi Kasus (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36  
52 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT Grasindo, 
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Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak 

menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada 

kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki 

oleh informan atau partisipan.
53

Penentuan sampel yang tepat yang 

didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan dari peneliti dalam rangka memperoleh 

ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

tujuan atau masalah yang dikaji. 

Sehingga penarikan sampel yang tepat adalah penarikan sampel 

berdasarkan tujuan, sehingga pada penelitian ini yang menjadi sumber 

utamanya adalah Arief Hendri Saputra selaku Account Officer serta 

Teguh, Mulyani, dan Lestari selaku nasabah yang menggunakan akad 

ijarah muntahiya bittamlik di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Metro Madani Kota Metro. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder (secondary source) adalah sumber data 

yang mendapatkan datanya dari sumber primer. Berisi sebagian besar 

informasi yang bermanfaat bagi banyak riset. Data sekunder dapat 

diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
54

 Pada 

penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur 
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 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya, 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 115 
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bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait 

dengan penelitian ini seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang 

diantaranya, Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya, Fiqih 

Muamalah karya Rachmat Syafe‟i, Jurnal Amwaluna karya Muhammad 

Yunus dkk dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual 

Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Al-Iqtishad 

karya Hasanudin Maulana dengan judul Multi akad dalam Transaksi 

Syariah Kontemporer dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan 

multi akad di di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian 

dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan 

rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh 

dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang 

diteliti.
55

 Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi 

secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang 

dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan 

pengalaman”.
56
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Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan 

pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah 

masalah tertentu. Metode ini digunakan agar penulis dapat memecahkan 

berbagai pertanyaan yang muncul mengenai Implementasi Multi Akad 

di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang 

akan peneliti wawancarai adalah Arief Hendri Saputra selaku Account 

Officer serta Teguh, Mulyani, dan Lestari selaku Nasabah PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek 

yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara 

pengamatan dan pencatatan mengenai implementasi multi akad di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan 

data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang 

berkaitan dengan penelitiam.
57

 Metode dokumentasi untuk mencari data 

yang diperlukan dalam Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dokumentasi 
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penelitian ini seperti foto-foto lokasi penelitian, seperti foto-foto 

transaksi, Fatwa DSN-MUI, Brosur, catatan-catatan harian, laporan dan 

sebagainya. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. 

Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 

data.
58

 Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan 

cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau 

peristiwa yang khusus dan  kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi 

yang mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, 

peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut 

di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat 

dari informasi tentang implementasi multi akad di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro 

Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah 

Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 

1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 

1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
59

 

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 

September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris 

Hermazulia, SH di Bandar Lampung no 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di 

sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-

16872 HT.01.01. TH. 2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank 

Indonsia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tangal 8 September 2005.
60

 

Tahun 2020, saat penelitian ini dilakukan PT. BPRS Metro Madani 

memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) kantor layanan kas. Cabang 

pertama di unit II Tulang Bawang yang berdiri sejak 14 Januari 2008. 

Cabang kedua berada di Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah 

dibuka sejak 01 November 2009. Adapun cabang ketiga didirikan di Daya 

Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 
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beroperasi sejak 23 Juli 2012. Kantor cabang termuda dibuka di Jati Mulyo 

Kabupaten Lampung Selatan yang beroperasi sejak 26 Agustus 2013. 

Sementara kantor Layanan Kas dibuka di RSU Muhammadiyah Metro 

sejak 15 Oktober 2012.
61

 

2. Visi 

Visi merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai oleh 

Perusahaan pada masa yang akan datang. Visi harus selalu berlaku pada 

semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga 

mempunyai sifat yang fleksibel. Visi yang diterapkan oleh PT. BPRS 

Metro Madani adalah sebagai berikut: 

”Mewujudkan bank pembiayaan rakyat syariah metro madani yang 

berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.”
62

 

3. Misi 

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh 

perusahaan dalam usahanya untuk mewujudkan visi perusahaan. Misi 

merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju dan menjadi garis besar dalam 

mencapai Visi. Untuk mencapai visi yang diterapkan, maka PT. BPRS 

Metro Madani memiliki misi sebagai berikut: 

a. Menjalankan usaha perbankan sesuai syariah islam yang sehat dan 

terpercaya. 

b. Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah 

share holder dan karyawan.
63
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4. Struktur Organisasi Kantor Pusat BPRS Metro Madani 

Struktur organisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat 

yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. 

Dimana setiap individu yang berada pada lingkup perusahaan tersebut 

memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Pengelolaan perusahaan 

dapat diserahkan pada tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-

msing. Struktur organisasi perusahaan terdiri atas pemegang saham, 

direksi, komisaris maupun tenaga ahli lainnya. Struktur Organisasi PT 

BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Pusat PT BPRS Metro Madani
64
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Keterangan: 

a) Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap 

pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan 

nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan 

Perusahaan 

b) Dewan Pengawas Syariah adalah ahli syariah yang diangkat oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, 

dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta 

mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. 

c) Tugas pokok Direksi adalah melaksanakan pengurusan Perusahaan 

sesuai kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku 

pimpinan dalam pengurusan tersebut. 

d) Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi: Menyusun 

dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan. Menguji dan 

mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem 

manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan. 

e) Tugas dan tanggung jawab marketing adalah kegiatan memasarkan 

hasil produksi perusahaan melalui berbagai cara, agar produk-produk 

perbankan dapat diterima masyarakat. 

f) Tugas marketing lending adalah sebuah fungsi pekerjaan di dalam 

dunia perbankan yang secara garis besar bertugas untuk menyalurkan 

kembali dana yang telah dihimpun oleh marketing funding kepada 

masyarakat, lembaga/instansi, ataupun pihak swasta dalam bentuk 

pinjaman atau kredit. 

g) Tugas Account Officer adalah orang yang bertugas sejak mencari 

nasabah yang layak (awal), yang sesuai kriteria peraturan Bank, 

menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan, 

kemudian mengelola debitur yang menjadi kelolaannya. 

h) Tugas dari operasional adalah merencanakan, menentukan, 

mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal 

keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Mengawasi 

seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar 

operasional perusahaan. Bertanggung jawab pada pengembangan 

kualitas produk ataupun karyawan. 

i) Tugas dari legal admin adalah menangani dokumen dan perizinan atau 

menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun 

pidana.
65

 

 

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani, yang bertugas menangani sengketa hukum baik 
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hukum perdata maupun pidana adalah bagian legal admin yaitu Eko Budi 

Setiyanto dan Kusairi Bagindo.
66

 

5. Produk-produk di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer bahwa 

produk-produk yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro adalah sebagai berikut: 

a. Simpanan atau tabungan 

Sejak tahun 2010 kebijakan penghimpunan dana melalui 

produk tabungan sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 

9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan perubahannya nomor 

10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank 

Syariah. Adapun peraturan PBI antara lain dalam kegiatan 

penghimpunan dana tabungan atas dasar akad wadiah maka dana 

titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah perbankan, sedangkan 

tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah penarikan dana 

oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati 

antara pihak perbankan dan nasabah perbankan tersebut. 

Produk tabungan terdiri dari tabungan dengan akad Al 

Mudharabah yaitu tabungan dengan jangka waktu tertentu. Antara lain 

tabungan haji, tabungan Qurban, tabungan pendidikan dan tabungan 
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walimah, dengan karateristik penarikan hanya dapat dilakukan pada
 

jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan yang 

disepakati. 

Sedangkan tabungan dengan akad Al Wadiah memiliki porsi 

tabungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat/nasabah lebih memilih simpanan yang tidak terikat jangka 

waktu tertentu atau dapat ditarik sewaktu-waktu untuk keperluan 

jangka pendek. Penghimpunan dana dengan bentuk investasi/deposito 

mudharabah berjangka terdiri dari berbagai pilihan jangka waktu 

yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan.
67

 

b. Pembiayaan/Piutang 

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh pihak 

perbankan kepada pihak nasabah untuk mendukung investasi yang 

akan direncanakan, baik dialakukan sendiri maupun pihak lembaga. 

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan perbankan 

syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan 

dana yang telah dikumpulkan perbankan syariah dari masyarakat yang 

surplus dana.
68

 Adapun tujuan pembiayaan yang diberikan BPRS 

Metro Madani adalah sebagai berikut: 

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak 

dapatakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka 
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dapat melakukan akses ekonomi dengan baik tanpa takut 

kekurangan dana. 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yakni untuk 

pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. 

3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi 

masyarakatuntuk meningkatkan daya produsinya. Baik dari skala 

usaha kecil, menengah dan besar. 

4) Membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya pembiayaan maka 

usaha nasabah akan menajdi lebih berkembang dan maju sehingga 

secara tidak langsung jika usaha nasabah itu maju dan terus 

berkembang maka akan dibuka lapangan pekerjaan dari usaha 

yang dijalankan oleh nasabah tersebut.
69

 

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani yakni: 

a. Piutang Murabahah 

Akad Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual 

beli antara pihak BPRS Metro Madani selaku penyedia barang 

dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Murabahah 

akad jual beli dengan pembayaran tangguhatau angsuran. Pada 

pembiayaan ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 

sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan. Kedua belah pihak yakni antara pihak BPRS 
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Metro Madani dan pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan 

Murabahah harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang 

paling banyak di BPRS Metro Madani.
70

 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil 

ketika BPRS Metro Madani sebagai pemilik dana, biasa disebut 

shahibul maal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha atau 

nasabah sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktifitas 

produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang 

dihasilkan akan dibagi diantara BPRS dan nasabah menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumya dalam akad. 

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan 

bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut. 

Pembiayaan mudharabah ini resikonya sangat tinggi karena itu harus 

dilakukan dengan sangat hati-hati dengan penelitian yang benar-

benar baik.
71

 

c. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil 

ketika BPRS Metro Madani sebagai pemilik modal atau dana turut 
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serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi pihak lain. Perjanjian 

antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua digabungkan 

untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan 

kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal. 

Pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pembiayaan yang 

terus berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus 

beroperasi.
72

 

d. Pinjaman Qord Hasan 

Qard adalah produk perbankan untuk nasabah yang 

memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu 

dan bukan untuk tujuan konsumtif.  Secara umum Qardhul Hasan 

adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma 

tanpa adanya pengenaan biaya apapun terkecuali hanya 

mengembalikan modal pokoknya saja. 

Qardhul hasan adalah sebuah produk dimana produk ini 

merupakan produk taa‟wun (tolong menolng) dimana dana ini 

bersumber dari zakat, infak, sadaqah (zis), yang bersifat sosialis dan 

bukan untuk kebutuhan konsumtif tapi untuk kebutuhan mendesak 

seperti biaya pengobatan dan lain-lain. Semata-mata produk bank 

yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial. 

Karena qard bukan lah transaksi komersial maka dana yang 

digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial 
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seperti zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS) atau dana yang berasal dari 

modal bank.
73

 

e. Pinjaman Rahn 

Rahn (gadai) adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang 

melakukan pembiayaan atas suatu barang, yang diserahkan 

kepadanya atas seseorang yang melakukan pembiayaan atau oleh 

orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan atas 

orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan atas orang 

yang berhutang untuk mengambil pelunasan tersebut secara 

didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan 

pengecualiaan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang 

telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu 

digadaikan. 

Rahn dibebani jasa manajemen atas barang yang berupa 

biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan 

pengelolaan serta administrasi. Piutang rahn atau dana talangan di 

BPRS Metro Madani yakni dana talangna yang berkaitan dengan 

pembiayaan gadai emas. Pelunasan pinjaman ini jangka waktunya 

pendek rata-rata berkisar 1 sampai dengan 4 bulan.
74
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f. Piutang Multijasa 

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk 

menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank 

mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri 

dengan pembeliaan objek yang sewa oleh nasabah. Dalam 

pembiayaan ini, BPRS Metro Madani bertindak sebagai penyedia 

dana. BPRS wajib menyediakan dana untuk merealisasikan 

penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. 

Pengembaliaan atas penyediaan dana bank dapat dilakukan 

baik dengan angsuran maupun sekaligus dan pengembaliaan atas 

penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang 

maupun dalam bentuk pembebasan hutang. Pebiayaan Multijasa di 

BPRS Metro Madani adalah pembiayaan yang digunakan untuk 

membiayai keperluan melanjutkan pendidikan, pernikahan dan untuk 

membiayai perjalanan ibadah umroh.
75

 

Produk yang paling diminati di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Kota Metro adalah produk tabungan dengan 

akad Al Wadiah dimana masyarakat/nasabah lebih memilih simpanan 

yang tidak terikat dengan jangka waktu tertentu atau dapat ditarik 

sewaktu-waktu untuk keperluan jangka pendek. Sedangkan untuk 

produk pembiayaan/piutang yang banyak diminati nasabah adalah 

pembiayaan mudharabah dimana pembiayaan ini merupakan bentuk 
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pembiayaan bagi hasil, dimana BPRS Metro Madani sebagai pemilik 

dana yang menyediakan modal (100%) kepada pengusaha atau 

nasabah sebagai pengelola untuk melakukan aktifitas produktif atau 

kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan 

dibagi diantara BPRS dan nasabah menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumya dalam akad.
76

 

 

B. Implementasi Multi Akad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani 

 

Produk-produk baru di Perbankan Syariah menimbulkan kesulitan 

dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan 

akad. Dewan Syariah Nasional telah berupaya memberikan solusi terhadap 

kebutuhan produk tersebut yang tersebar dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa 

terbut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam 

kegiatan transaksi keuangan modern. 

Beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk 

perbankan syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Kota Metro diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang 

disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad 

mengambil dua model, akad berganda (mujtami‟ah) dan akad berbilang 

(muta‟addidah).
77
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Akad yang terdapat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro merupakan kesepakatan tertulis pihak Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani dengan pihak lain yang memuat hak serta 

kewajiban untuk masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Akad yang 

digunakan terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya yaitu murabahah, 

wadiah, istishna, hawalah, musyarakah, qardh, ijarah, dan rahn. 

Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad penyediaan dana untuk 

memindahkan hak guna atau manfaat sebuah barang atau jasa berdasarkan 

dengan transaksi sewa beli. Akad yang digunakan merupakan perpaduan 

antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri 

dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa atau nasabah.  

Adapun prosedur/mekanisme pengajuan pembiayaan pada akad 

tunggal maupun pada multi akad tidak jauh berbeda di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro yakni sebagai berikut:  

1. Nasabah mengajukan pembiayaan bisa langsung datang ke PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro atau melalui 

marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro.  

2. Customer Service menanyakan keperluan nasabah. 

3. Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk 

pengajuan pembiayaan. Yang terdiri dari:  

a. FC KTP suami istri (2 lembar)  

b. FC Kartu Keluarga (2 lembar)  
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c. FC Akta Nikah (2 lembar)  

d. FC Surat bukti kepemilikan agunan (milik sendiri/keluarga 

kandung):  

1) Sertifikat dan SPPT terbayar  

2) BPKB dan STNK (2 lembar)  

e. Slip gaji terakhir untuk karyawan swasta dan PNS  

4. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta 

oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro.  

5. Customer Service mengecek persyaratan, jika ada kekurangan nasabah 

harus melengkapi persyaratan tersebut.
78

 

6. Kemudian bagian marketing melakukan survei kepada nasabah 

mengenai karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan 

mencocokkan data pada Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan 

kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memeriksa berkas 

administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survei 

selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk 

dianalisa dan diteruskan kepada direksi.
79

 

7. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa 

pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk 

direalisasikan atau tidak. 
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8. Untuk pembiayaan yang disetujui, maka administrasi pembiayaan 

kemudian mempersiapkan akad pembiayaan dan berbagai dokumen 

yang dibutuhkan: Slip Setoran, Nota Pencairan Uang, Slip Penarikan, 

Tanda Terima Jaminan, Surat Kuasa Pendebetan Rekening, Surat 

Kuasa Pemindahtanganan Agunan dan Kartu Jadwal Angsuran. 

9. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa hasil pembiayaan tidak 

layak sehingga tidak dapat direalisasikan, maka marketing akan 

melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat 

mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.  

10. Mengadakan akad antara nasabah dengan PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro. Ketentuan perjanjian 

pembiayaan dan pengikatan jaminan:
80

 

a. Untuk pembiayaan dengan plafon maksimal Rp. 10.000.000,00 

artinya yang membuat akad adalah dari pihak bank.  

b. Untuk pembiayaan dengan plafon diatas Rp. 10.000.000,00 

sampai dengan Rp. 25.000.000,00 Warmarking Notaris. Artinya 

yang membuat akad adalah pihak dari bank, kedua belah pihak 

tanda tangan untuk persetujuan akad terlebih dahulu baru 

kemudian perjanjian akadnya dibawa ke pihak Notaris.  

c. Untuk pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 25.000.000,00 

sampai dengan Rp. 75.000.000,00 Legalisasi Notaris. Artinya 
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kedua belah pihak menandatangani perjanjian akad di hadapan 

Notaris. 

d. Untuk pembiayaan dengan plafon diatas Rp. 75.000.000,00 

dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Notariil. Artinya yang 

membuat perjanjian adalah dari pihak Notaris.   

e. Khusus untuk pembiayaan yang dijamin deposito atau tabungan 

maka pengikatan pembiayaan maupun jaminan dilakukan secara 

di bawah tangan.  

11. Dokumen yang lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan 

slip penarikan diteruskan ke bagian teller untuk pencairan dana 

pembiayaan. 

12. Bagian Teller menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau 

mentransfernya ke rekening tabungan nasabah.
81

 

Ketika calon nasabah datang mengajukan pembiayaan di PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro, maka pihak PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro akan melakukan 

penilaian terlebih dahulu kepada calon nasabah tersebut. Penilaian ini yang 

nantinya menjadi dasar bagi pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Metro Madani Kota Metro untuk memutuskan apakah pembiayaan yang akan 

diajukan tersebut layak direalisasikan atau tidak. Dan mengenai agunan yang 

diberikan kepada pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 
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Kota Metro hanya untuk mengantisipasi apabila nantinya pembiayaan yang 

diberikan tersebut terjadi kemacetan.
82

 

Contoh kasus akad ijarah muntahiya bittamlik adalah Bapak TG akan 

melakukan pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro, pembiayaan dengan transaksi sewa menyewa dalam 

bentuk ijarah dan sewa beli yaitu untuk keperluan pembelian sebuah 

kendaraan berupa mobil Kijang Innova 2.4 G MT Diesel senilai Rp. 

353.450.000,00. Jaminan yang diajukan berupa surat hak milik atas nama 

Bapak TG.
83

 

Bapak TG datang ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro untuk menemui Customer Service dengan membawa 

persyaratan yang harus dilengkapi. Sambil mengecek kelengkapan 

persyaratan, Bapak TG diminta mengisi formulir permohonan pembiayaan 

oleh Customer Service. Setelah Customer Service mengecek kelengkapan dan 

semua syarat yang telah dipenuhi, selanjutnya berkas diserahkan kepada 

marketing untuk dilakukan survey meliputi analisis nasabah, analisis 

penghasilan, analisis tempat tinggal, data jaminan, dan kelayakan usaha 

nasabah.
84

 

Survei yang dilakukan, diketahui bahwa Bapak TG mengajukan 

pembiayaan senilai Rp. 353.450.000,00 dengan uang muka Rp. 
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150.000.000,00 maka pengajuan pembiayaan Bapak TG sebesar Rp. 

203.450.000,00 dengan margin flat sebesar 7 % per bulan, dengan jangka 

waktu 3 tahun. Dilihat dari segi kelayakan nasabah dengan menggunakan 

prinsip 5C, Bapak TG masuk dalam kriteria baik. Untuk itu PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro menyetujui 

pembiayaan yang diajukan oleh Bapak TG. Setelah berkas pembiayaan 

masuk, adm. pembiayaan melimpahkan berkas untuk dilanjutkan ke pihak 

notaris yang telah ditunjuk. 

Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah dikenakan biaya 

administrasi sebesar Rp. 250.000,00, biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 

18.250,00, dan biaya notaris sebesar Rp. 400.000,00. Setelah pembiayaan 

cair, nasabah diberi pilihan uangnya akan diambil kapan terserah kepada 

pihak nasabah. Dari proses pengajuan pembiayaan hingga pencairan 

diperlukan kurang lebih satu minggu. Untuk pencairan barang yang akan 

dibeli oleh nasabah, pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro menggunakan akad ijarah kepada nasabah.
85

 

Maka perhitungan angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Bapak 

TG adalah sebagai berikut:  

= (203.450.000,00 x 7% x 3 tahun) + 203.450.000,00 

36 bulan 

= 42.724.500,00 + 203.450.000,00 

36 bulan 
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= Rp. 6.838.180,00/bulan 

Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad yang 

digunakan adalah akad ijarah muntahiya bittamlik dimana ketika PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro dengan nasabah 

melaksanakan negosiasi dan memenuhi persyaratan, akad yang digunakan 

adalah akad sewa menyewa atau ijarah. Setelah PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro menyerahkan kendaraan, maka 

nasabah harus membayar uang sewa sampai masa sewa habis. Setelah masa 

sewa habis, nasabah mengembalikan barang ataupun rumah yang disewa 

kepada pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro. Setelah nasabah mengembalikan barang atau rumah yang disewa, 

kemudian pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro dan nasabah melakukan transaksi jual beli atau bai‟, sehingga pihak 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro akan 

langsung menghibahkan barang maupun rumah tersebut kepada nasabah.
86

 

Kendala atau hambatan dalam transaksi multi akad di PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro adalah adanya 

kenaikan harga yang disesuaikan dengan tipe kendaraan yang diinginkan, 

sehingga mempengaruhi kemampuan bayar dan daya beli masyarakat yang 

dihasilkan oleh pembiayaan tersebut. Faktor penurunan usaha nasabah 

pailit/bangkrut, penurunan daya beli masyarakat atau penurunan permintaan  

masyarakat. Sedangkan hambatan dalam transaksi pembiayaan secara umum 
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adalah adanya karakter nasabah yang berubah menjadi buruk, nasabah 

menghilang atau susah untuk dihubungi, permasalahan PHK dan masalah 

sosial lainnya, sehingga bisa berpengaruh terhadap pembiayaan yang sedang 

dibiayai oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Kota Metro.
87

 

Pelanggaran dalam melaksanakan multi akad adalah nasabah 

melakukan wanprestasi, dimana nasabah menggadaikan barang pembiayaan 

kepada pihak ketiga. Nasabah menggadaikan barang kepada pihak ketiga, 

dimana barang tersebut masih dalam proses pembiayaan oleh nasabah. 

Nasabah beralasan hal itu dilakukan untuk membayar angsuran bulanan. 

Dimana kondisi keuangan yang dialami oleh nasabah sedang pailit.
88

 

Cara menyelesaikan pelanggaran dalam melaksanakan multi akad 

yakni upaya yang telah dan akan terus dilakukan dalam rangka menangani 

pelanggaran tersebut antara lain: 

1. Pegawai khusus (remedia) yang menangani penagihan yang intensif 

melalui kunjungan langsung kepada nasabah yang bersangkutan 

2. Memberikan surat penagihan/peringatan kepada nasabah yang 

bersangkutan guna menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tersebut. 

3. Bernegosiasi dengan nasabah dan atau pemilik jaminan untukk menjual 

agunan yang dijaminkan di BPRS Metro Madani dan jika hal ini terjadi 
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maka akan memerlikan waktu karena melalui mekasinsme penjualan 

secara langsung dan tidak melalui lelang. 

4. Menilai ulang jaminan dan pengikatannya. 

5. Pencadangan penghapusan pembiayaan bermasalah yang cukup sesuai 

dengan ketentuan bank Indonesia.
89

 

Produk yang ada di di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro adalah tabungan, simpanan/talangan haji dan umrah, 

gadai emas, pembiayaan usaha dengan bagi hasil, pinjaman modal, produk 

jual beli kendaraan maupun rumah/KPR.
90

 

Produk yang paling diminati adalah produk pembiayaan modal usaha. 

Dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk modal usaha maupun 

pengembangan usaha.
91

 Alasan tertarik dengan produk multi akad adalah 

produk Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan produk pembiayaan, dimana 

nasabah dapat memiliki kendaraan dengan cara sewa beli. Sewa beli yang 

dimaksud adalah pada awal akad, nasabah dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Kota Metro melakukan akad ijarah, setelah masa 

angsuran berakhir maka nasabah berhak memiliki kendaraan sepenuhnya 

karena pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro menghibahkan kendaraan tersebut kepada nasabah untuk dimiliki.
92

 

                                                             
89 Wawancara dengan Arief Hendri Saputra, Account Officer Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani, Jum‟at 21 Februari 2020. 
90 Wawancara dengan Teguh, Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, 

Jum‟at 21 Februari 2020. 
91

 Wawancara dengan Mulyani, Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani, Jum‟at 21 Februari 2020. 
92 Wawancara dengan Lestari, Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, 

Jum‟at 21 Februari 2020. 



65 
 

 
 

Implementasi multi akad  di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Metro Madani Kota Metro adalah nasabah mengajukan permohonan 

pembiayaan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani 

Kota Metro untuk mendapatkan rumah atau kendaraan yang diinginkan. 

Setelah mengajukan permohonan, maka PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Kota Metro akan melakukan survey dan analisa 

kepada nasabah. Setelah pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro menyetujui maka, pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Kota Metro memberikan dana yang dibutuhkan untuk 

membeli kendaraan atau rumah. Setelah itu nasabah harus membayar 

angsuran tiap bulan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro.
93

 

Kendala atau hambatan dalam transaksi multi akad di PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro adalah ketika 

mengalami pailit dengan kondisi keuangan yang tidak stabil. Hal tersebut 

menyebabkan pembayaran angsuran bulanan terhambat, yang menyebabkan 

nasabah masuk dalam kategori kurang lancar.
94

 

Pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro menangani kendala atau hambatan yang dihadapi oleh nasabah adalah 

Pegawai khusus (remedia) yang menangani penagihan yang intensif melalui 

kunjungan langsung kepada nasabah yang bersangkutan. Memberikan surat 
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penagihan/peringatan kepada nasabah yang bersangkutan guna 

menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tersebut. Bernegosiasi dengan 

nasabah dan atau pemilik jaminan untukk menjual agunan yang dijaminkan di 

BPRS Metro Madani dan jika hal ini terjadi maka akan memerlikan waktu 

karena melalui mekasinsme penjualan secara langsung dan tidak melalui 

lelang. Menilai ulang jaminan dan pengikatannya dan pencadangan 

penghapusan pembiayaan bermasalah yang cukup sesuai dengan ketentuan 

bank Indonesia.
95

 

Nasabah pernah melakukan pelanggaran dimana nasabah 

menggadaikan barang atau menyewakan rumah kepada pihak ketiga. 

Alasannya adalah untuk membayar angsuran bulanan karena kondisi 

keuangan nasabah sedang dalam masa pailit dan tidak stabil. Namun, 

walaupun nasabah melakukan pelanggaran, pelanggaran tersebut dapat 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak dibawa ke jalur peradilan.
96

 

 

C. Analisis Pelaksanaan Multi Akad dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti analisis bahwa 

pada ijarah muntahiyah bi al-tamlik merupakan akad sewa menyewa barang 

antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa 

pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada 

mustajir. Sedangkan harga sewa dan harga jual disepakati pada awal 
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perjanjian. Dalam hal ini pihak BPRS Metro Madani dianggap pemilik dari 

barang yang disewakan. Oleh karena itulah BPRS Metro Madani yang 

membeli barang dari suplier yang diawal perjanjian ijarah muntahiyah bi al-

tamlik harus ditentukan bahwa BPRS Metro Madani memberi kuasa kepada 

nasabah untuk membeli barang yang akan menjadi objek ijarah. 

Perjanjian ijarah muntahiyah bi al-tamlik akadnya adalah ijarah 

dengan wa‟ad jual beli/hibah yang akan ditandatangani setelah ijarah 

berakhir. Oleh karena itu perlu dilampirkan konsep perjanjian jual beli/hibah; 

juga dilampirkan konsep kuasa kepada BPRS Metro Madani untuk menjual 

aset jika pada akhir masa ijarah, nasabah tidak ingin memiliki aset. Kuasa 

jual diperlukan karena aset sejak masa ijarah sudah dicatatkan atas nama 

nasabah. Konsep kuasa jual ditandatangani setelah masa ijarah berakhir. 

Secara umum, kontrak ijarah bagaimana pun bentuknya, jika objeknya 

adalah barang yang tidak bergerak, BPRS Metro Madani akan membelinya 

untuk kepentingan nasabah, yang akan menyerahkan kepada bank suatu 

imbalan penyewaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang cukup 

untuk menutupi modal pokok pemula, dan bank akan memperoleh 

keuntungan dari aktifitas usaha, dan biasanya berakhir dengan perolehan 

nasabah untuk memiliki barang yang tidak bergerak tersebut, jika berbentuk 

barang yang bergerak, BPRS Metro Madani juga akan membelinya dan 

menyewakannya kepada nasabah, di mana nasabah teresebut memiliki hak 

pilih ketika berakhirnya  masa penyewaan, antara memiliki barang tersebut, 

membuat akad baru ataupun menggugurkannya berdasarkan persyaratan-
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persyaratan yang telah disepakati. Oleh karena, pada dasarnya prinsip ijarah 

sama dengan prinsip murabahah, perbedaannya hanya terletak pada objek 

transasksinya. Apabila objek transaksi murabahah adalah barang, sedangkan 

pada ijarah objek transaksinya adalah barang dan jasa. 

Implementasi ketiga kasus yang sudah dipaparkan pada poin B, maka 

berdasarkan ketentuan umum fatwa DSN MUI yakni akad al-Ijarah al-

Muntahiah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN 

nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik. 

2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 

harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani. 

3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 

Berdasarkan poin nomor 1 di atas rukun dan syarat dalam 

implementasi ketiga kasus yang sudah dipaparkan, telah memenuhi rukun dan 

syarat yang berlaku dalam akad ijarah yaitu adanya ijab dan qabul berupa 

pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak). Pihak-pihak 

yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna 

jasa, dimana pihak pemberi sewa adalah PT. BPRS Metro Madani dan 

penyewa adalah nasabah (CV. AB, Bapak TG, dan Ibu LS). Obyek akad 

ijarah adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah. Dalam 

ketiga kasus tersebut objek akad ijarah yang digunakan adalah manfaat 

barang dan sewa. 
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Poin nomor 2, perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani 

adalah kedua belah pihak sudah melakukan akad atau kesepakatan dan telah 

menandatangani surat-surat atau formulir-formulir yang berkaitan dengan 

akad IMBT yang dilakukan oleh PT. PBRS Metro Madani dan nasabah (CV. 

AB, Bapak TG, dan Ibu LS). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua 

belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. 

Poin nomor 3, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam 

akad sudah dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pihak PT. BPRS Metro 

Madani selaku pemberi sewa memiliki hak dan kewajiban menyediakan 

barang, rumah maupun kendaraan, mendapatkan hak pembayaran uang sewa 

tiap bulannya dari nasabah (CV. AB, Bapak TG, dan Ibu LS) dan menjamin 

bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan para nasabah 

(CV. AB, Bapak TG, dan Ibu LS) memiliki hak dan kewajiban membayar 

uang sewa kepada PT BPRS Metro Madani, menjaga barang, rumah maupun 

kendaraan yang sedang disewanya dan diakhir masa pembayaran para 

nasabah (CV. AB, Bapak TG, dan Ibu LS) mendapatkan barang, rumah 

maupun kendaraan yang sudah dijanjikan. 

Berdasarkan ketentuan khusus fatwa DSN MUI yakni tentang al-

Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik: 

1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus 

melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, 
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baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa 

ijarah selesai. 

2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah 

wa'd (ا nigni uti ijnaj alibapA .takignem kadit aynmukuh gnay ,(وعد ل

dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang 

dilakukan setelah masa ijarah selesai. 

Poin nomor 1, pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-

Tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan 

kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan 

setelah masa ijarah selesai. Dalam implementasi ketiga kasus yang sudah 

dipaparkan, akad yang dilaksanakan pada akad al-Ijarah al-Muntahiah bi al-

Tamlik adalah menggunakan akad ijarah terlebih dahulu dan tidak 

menggabungkan kedua akad yang digunakan. Dimana pada awal akad, kedua 

belah pihak melaksanakan akad sewa menyewa (ijarah) barang, rumah 

maupun kendaraan terlebih dahulu. Setelah masa pembayaran sewa selesai, 

pihak PT. BPRS Metro Madani dan nasabah (CV. AB, Bapak TG, dan Ibu 

LS) melaksanakan akad yang kedua yakni akad jual beli (bai‟) maupun 

pemberian atau hibah. Sehingga barang, rumah maupun kendaraan diakhir 

masa pembayaran dapat dimiliki oleh para nasabah (CV. AB, Bapak TG, dan 

Ibu LS). 

Poin nomor 2, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal 

akad ijarah adalah wa'd (دعولا), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila 

janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan 
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yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Dalam melaksanakan akad ijarah 

diawal, pihak PT. BPRS Metro Madani selain menggunakan akad ijarah juga 

memberikan janji kepada para nasabah (CV. AB, Bapak TG, dan Ibu LS) 

bahwa setelah masa ijarah atau sewa menyewa selesai maka pihak nasabah 

(CV. AB, Bapak TG, dan Ibu LS) berhak atas barang, rumah maupun 

kendaraan tersebut. Namun, janji yang diberikan tidak mengikat sehingga 

diakhir masa pembayaran harus ada akad jual beli (bai‟) yang mengikat kedua 

belah pihak. 

Berdasarkan ketiga kasus pada akad ijarah muntahiya bittamllik akad 

yang digabungkan adalah akad sewa menyewa (ijarah) diawal akad dan akad 

jual beli (bai‟) dan hibah setelah akad ijarah selesai dilaksanakan. 

Penggabungan akad yang terjadi pada akad ijarah muntahiya bittamllik 

apabila terpenuhinya tiga komponen yaitu objek sama, pelaku sama dan 

jangka waktu sama, artinya apabila salah satu komponen tersebut tidak 

terpenuhi maka tidak terjadi penggabungan akad dan akad tersebut hukumya 

sah atau boleh dilaksanakan. 

Akad ijarah muntahiya bittamllik memenuhi dua komponen yaitu 

objek akad ijarah muntahiya bittamllik yang digunakan sama baik dalam 

pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa atau pilihan menghibahkan 

barang diakhir masa sewa dan subyek akad ijarah muntahiya bittamllik sama, 

yaitu BPRS Metro Madani dan nasabah. Sedangkan waktu pelaksanaannya 

tidak secara bersamaan. Pelaksanaan ini berdasarkan Fatwa DSN No. 

27/DSN-MUI/III/2002 dan Pasal 16 PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 yang 
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menyebutkan bahwa pelaksanaan pengalihan kepemilikan kepada penyewa 

hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah dipenuhi. 

Dua akad yang ada dalam akad ijarah muntahiya bittamllik 

merupakan dua akad yang terpisah. Sehingga teori yang digunakan dalam 

menganalisis akad ijarah muntahiya bittamllik yaitu teori akumulasi. Menurut 

teori akumulasi, unsur-unsur perjanjian campuran dipilah-pilah. pemenuhan 

hak dan kewajiban dilakukan secara bertahap. Yang pertama pemenuhan hak 

dan kewajiban perjanjian sewa menyewa kemudian diikuti perjanjian jual beli 

atau pemberian (hibah). 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro 

dapat melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah muntahia bi 

tamlik. Sistem pembiayaan ijarah muntahia bi tamlik (IMBT) dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) merupakan 

sistem pembiayaan dimana terjadinya kombinasi antara sewa-menyewa 

dengan jual-beli. 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro 

harus selalu memperkaya produk-produknya agar dapat semakin kompetitif 

dan berkembang sejalan dengan tutuntan bisnis dan kebutuhan masyarakat 

umum yang dinamis. IMBT memiliki seumlah keunggulan dibandingkan 

dengan akad murabahah dan akad-akad lainnya. Disaat akad lain dilarang 

digunakan, justru IMBT dapat menjadi solusi. Penggunaan murabahah tentu 

menimbulkan bay‟al i„nah sesuatu yang dilarang, namun dengan akad IMBT 
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dapat dibenarkan. IMBT juga dapat diterapkan untuk pembiayaan investasi 

dan konsumsi. 

Berbagai macam pengertian ijarah yang di informasikan oleh 

beberapa ulama fikih, informasi tersebut juga merupakan salah satu acuan 

dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

memberikan definisi ijarah. Menurut DSN-MUI ijarah ialah akad 

pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang tertentu atau jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan 

pemindahan barang itu sendiri.
97

 

Pengertian ijarah secara etimologi berarti sewa, upah, jasa, atau 

imbalan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan akad ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang.
98

 

Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) diartikan sebagai transaksi sewa 

dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir 

periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. 

IMBT adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jual-beli dan atau lebih 

tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si 

penyewa. 

Al ijarah al muntahiyah bittamlik adalah sejenis perpaduan antara 

kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri 

                                                             
97 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
98 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan 

Praktis, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 79. 
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dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula 

yang membedakan dengan ijarah biasa. Pada dasarnya pembiayaan akad 

ijarah muntahiyah bittamlik pihak bank (shahibul mal) dapat menjual atau 

menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya.
99

 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi 

pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah 

selesai masa sewa. IMBT merupakan transaksi sewa-menyewa antara pemilik 

objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa.
100

 

IMBT ini merupakan rangkaian dua buah akad yakni akad jual-beli 

(al-bai‟) dan akad sewa. Dengan demikian dapat dipahami IMBT adalah 

kombinasi antara akad sewa-menyewa dan jual-beli atau hibah/pemberian 

atas barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut di akhir masa sewa. 

sehingga dalam transaksi yang menggunakan akad IMBT adanya pemindahan 

hak milik atas barang yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa di akhir 

masa sewa. 

Mengenai proses pemindahan hak milik barang dalam transaksi IMBT 

yang dilakukan dengan cara penjualan diakhir masa sewa, hal tersebut dapat 

dilakukan dengan beberapa pilihan proses penjualan. Adapaun proses 

penjualan bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga pilihan, yakni sebelum 

akad berakhir sebesar harga sewa sebanding dengan sisa cicilan. Penjualan 

                                                             
99 Muhammad Syafi‟i Antonio, Islamic Banking dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 

Insani, 2001), h. 118. 
100 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal 

akad, dan penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati 

dalam akad. 

Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank 

syariah dijelaskan bahwa obyek Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik adalah 

berupa barang modal yang memenuhi ketentuan obyek al-Ijarah al-

Muntahiya bi al-Tamlik merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai 

pemberi sewa (muajjir). Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang, 

manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (musta‟jir), manfaatnya tidak 

diharamkan oleh syariah Islam. Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas 

dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui 

identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfataannya. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang juga dijadikan sebagai landasan 

hukum ijarah terdapat dapa fatwa DSN-MUI No.9/DSNMUI/IV/2000. 

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Ijarah Muntahia Bit-

Tamlik (IMBT) yang dijadikan sebagai landasan hukum terdapat pada fatwa 

DSN-MUI No.27/DSNMUI/III/2002. 

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 pada bagian 

kedua mengatur ketentuan khusus mengenai janji pemindahan hak milik yang 

sifatnya tidak mengikat, hal ini mengundang penafsiran ganda. 1). 

Ketidakterikatan itu bisa dimaknai tidak terikat untuk membuat janji 

pemindahan hak milik, ketentuan ini tidak sejalan dengan maksud 
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diadakannya akad IMBT. 2). Dapat dimaknai tidak terikat untuk 

melaksanakan janji yang sudah disepakati dalam akad IMBT. Ketentuan 

seperti ini tidak lazim dalam hukum perjanjian yang dibuat dipandang sebagai 

undang-undang yang selalu mengikat dan harus ditaati. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh peneliti setelah melakukan analisis 

terhadap data-data yang di peroleh bahwa Implementasi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

adalah nasabah mengajukan pembiayaan multi akad di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro dalam bentuk pembiayaan rumah, 

kendaraan maupun barang keperluan usaha. Akad yang ditawarkan 

mengunakan skema sewa beli atau skema Ijarah Muntahia Bittamlik. Akad 

Ijarah Muntahia Bittamlik sudah sesuai dengan ketentuan umum dan 

ketentuan khusus fatwa DSN MUI bahwa semua rukun dan syarat yang 

berlaku, dimana dalam akad Ijarah berlaku pula akad al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi 

al-Tamlik melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu kemudian akad 

pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, dapat 

dilakukan setelah masa ijarah selesai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang peneliti berikan 

sehubungan dengan penelitian ini yaitu akad ijarah muntahiabi tamlik 

merupakan akad yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan nasabah 
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untuk kepemilikan rumah (KPR) maupun kendaraan. Oleh sebab itu, akad ini 

dianggap perlu untuk dieksplorasi lebih dalam agar dapat digunakan secara 

optimal, karena pada prinsipnya akad dalam syariah memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dan menciptakan ketenangan serta kerelaan bagi kedua belah 

pihak yang bertransaksi. 
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

 

IMPLEMENTASI MULTI AKAD DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 

SYARIAH METRO MADANI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH 

NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 
 

A. WAWANCARA 

1. Wawancara Kepada pimpinan dan Account Officer 

a. Apasajakah produk-produk yang ada di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

b. Produk apakah yang paling diminati di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

c. Produk-produk multi akad apakah yang ada di PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

d. Bagaimanakah mekanisme dalam transaksi multi akad di PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

e. Bagaimanakah contoh transaksi dalam multi akad PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

f. Apakah ada kendala atau hambatan dalam transaksi multi akad di 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota 

Metro? 

g. Bagaimana implementasi multi akad di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

h. Apakah ada pelanggaran dalam melaksanakan multi akad? 

i. Jika ada pelanggaran, bagaimanakah cara menyelesaikannya? 
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2. Wawancara Kepada Nasabah 

a. Produk apakah yang ada di di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani Kota Metro? 

b. Produk apakah yang paling anda minati? 

c. Mengapa anda tertarik dengan produk multi akad di PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

d. Bagaimanakah implementasi multi akad  di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro? 

e. Apakah anda mengalami kendala atau hambatan dalam transaksi 

multi akad di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro? 

f. Bagaimanakah pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Metro Madani Kota Metro menangani kendala atau hambatan 

yang anda hadapi? 

g. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran? Berikan alasannya? 

 

B. DOKUMENTASI 

1. Dokumen mengenai akad dan brosur 

2. Media online 

3. Gambaran umum mengenai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Metro Madani 
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